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A. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Peme.
rintahan Daerah, dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka
diharapkan pemerintah daerah kota/kabupaten dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi atas penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan
pembangunan di daerahnya. Perlakuan kedua undang-undang terse-
but berkonsekuensi kepada perubahan pola pertanggungjawaban
daerah atas dana yang dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Arah Kebi-
jakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran dalam pengalokasian APBD.
AKL.J dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan
aspirasi masyarakat sehingga diperoleh kebijakan jangka pendek (ta-

hunan) dan kebijakan jangka menengah (lima tahunan) yang berkaitan
dengan kebijakan pengelolaan daerah

Wujud penjaringan aspirasi masyarakat diaktualisasikan melalt
APBD setiap tahunnya. Besarnya dana yang dialokasikan dalam APBD
dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Ang
garrfm daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi
sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yand

rendah, kualitas pelaksanaan fungsi i -
gsi-fungsi pemeri h jugd
cenderung melemah, yang berakibat B o
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Salah satu cara untuk menilai kualitas
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah
yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja,
Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik
dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan ki.
nerja dengan pembanding skema kerja dan
pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digu-
nakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan
kinerja pemerintah daerah pada periode beri-
kutnya. Pengukuran kinerja disini mengguna-
kan analisis rasio keuangan daerah terhadap
laporan perhitungan anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang terdiri dari rasio ke-
mandirian keuangan daerah, rasio efektivitas
dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio
aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim,
2004).

Penelitian tentang penilaian kinerja pe-
merintahan telah banyak dilakukan diantara-
nya Mediaty (2010) dan Ronald dan Sarmiya-
tiningsih (2010),. Pada penelitian yang dilaku-
kan oleh Mediaty (2010) hanya menganalisis
tentang penilaian kinerja berdasarkan rasio
efektivitas dan efisiensi, sedangkan penelitian
yang dilakukan Ronald dan sarmiyatiningsih
(2010) menggunakan analisis penilaian ki-
nerja dengan menggunakan rasio efektivitas,
efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan de-
ngan pelaksanaan Otonomidaerah. Penelitian
ini mencoba menggabungkan hasil penelitian
terdahulu pada penelitian Mediaty (2010) dan
Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) dengan
menambahkan satu variabel penelitian unuk
menilai kinerja keuangan APBD dengan me-
nambahkan rasio aktivitas seperti yang di-
ungkapkan dalam Halim (2004).

Kajian Teori
1. Keuangan Daerah

APBD pada hakekatnya merupakan salah
Satu instrumen kebijakan yang dipakai seba-
gai alat untuk meningkatan pelayanan umum
dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Se-
suai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah republic Indonesia nomor
903/2735/SJ tahun 2000, tentang pedoman
dan Penyusunan Pelaksanaan APBD, hen-
daknya penyusunan APBD mengacu pada
normadan prinsip-prinsip anggran, transpa-
ransi dan akuntabilitas anggaran, disiplin ang-
garan dan keadilan anggaran, efisiensi dan
efektivitas anggaran dan format anggaran.

Mandica (2001) menyatakan dalam pers-
pektif desentralisasi, pemerintah daerah se-
baiknya memainkan peran dalam penyusu-
nan anggaran sebagai berikut:

a. Menetapkan prioritas anggaran berdasar-
kan kebutuhan penduduknya, bukan ber-
dasarkan perintah penyeragaman dari
pemerintah nasional.

b. Mengatur keuangan daerah termasuk
pengaturan tingkat dan level pajak dan
pengeluaran yang memenuhi standar ke-
butuhan publik di wilayahnya.

c. Menyediakan pelayanan dan servis pajak
sebagaimana yang diinginkan oleh publik
dan kepentingan daerah masing-masing.

d. Mempertimbangkan dengan seksama ke-
untungan sosial dari setiap program dan
rencana pembangunan, bukan hanya ke-
pentingan konstituen tertentu.
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e. Menggunaka
cara indepen
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ekonomi.

daya dan kekuatan S€-
e judkan dan
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f Memfokuskan agenda dan penetapan
program ekonomi dalam anggaran yang
mendukung kestabilan pertumbuhan dan
penyediaan lapangan kerja di daerah.

n batas kenormalan pengelu-

g. Menentuka
uhan daerah

aran sesuai dengan kebut

h. Mencaridan menciptakan sumber-sumber
pendapatan daerah sehingga mengurang!
ketergantungan pada subsidi nasional.

2. Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang
diserahi tugas menjalankan roda pemerintah-
an, pembangunan, maupun melayani kebu-
tuhan social masyarakat wajib menyampai-
kan laporan pertanggungjawabankeuangan
daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah
daerah berhasil menjalankan tugasnya de-
ngan baik ataukah tidak. Pengukuran kinerja
mengurut Mardiasmo (2005) adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai uku-
ran untuk menilai kinerja manajemen

2. Memberikan arah mencapai target kinerja
3. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja,
membandingkan dan mengoreksi untuk

memperbaiki kinerja

4. Dasar memberikan penghargaan dan hu-
kuman

5. Alat komunikasi antara bawahan gg
pimpinan dalam memperbaiki kinerja o,

ganisasi
6. Mengidentiﬂkasi kepuasan pelanggan

P Memahami proses kegiatan instansti pe.
merintah

8. Memastikan bahwa pengambilan kepy.
tusan obyektif

Seiring dengan makin majunya prinsip
akuntabilitas dan transparansi yang ditandaj
dengan perlakunya Undang-Undang no 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka
setiap pengelola keuangan daerah harus me-
nyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangannya dalam bentuk
Neraca, arus kas dan catatan atas laporan
keuangan daerah. Salah satu alat untuk meng-
analisis kinerja keuangan pemerintah daerah
adalah dengan analisis rasio terhadap APBD
Terdapat beberapa rasio yang dapat dikem-
bangkan berdasarkan data keuangan APBD

(Halim, 2004) yaitu:

a. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapa-
tan asli daerah

1) Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD

Rasio efektivitas menggambarkan k&
mampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli da¢
rah yang direncanakan dibandingka”
dengan target yang ditetapkan ber-
dasarkan potensi riil daerah. Kema™
puan daerah dikategorikan efekif
apabila rasio yang dicapai mencaP®
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minimal sebesar 1 (satu) atau 100
persen.

2) Rasio Efesiensi =

Belanja Layanan Publik
Realisasi Penerimaan PAD

Efisiensi adalah hubungan antara in-
put dengan output. Efisiensi merupa-
kan ukuran apakah penggunaan ba-
rang dan jasa yang dibeli oleh organi-
sasi untuk mencapai output tertentu
sudah memadai. Analisis yang dilaku-
kan terhadap pengelolaan keuangan
daerah dengan pengeluaran belanja
pelayanan publik (belanja modal)
menggunakan ukuran tingkat efisiensi
yaitu perbandingan antara realisasi
belanja pelayanan publik dengan re-
alisasi penerimaan dikalikan dengan
seratur dalam bentuk persentase.
Berdasarkan rumusan diatas maka
kriteria efisiensi dapat ditentukan se-
bagai berikut: jika lebih dari 100%
keatas dikatakan tidak efisien, 90%-
100% dikatakan kurang efisien, 80%-
90% dikatakan cukup efisien, 60%-
80% dikatakan efisien dan kurang dari
60% dikatakan sangat efisien (Budiar-
to, 2007).

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah
(otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri
kegiatan pemerintah, pembangunan dan se-
suaitarget yang ditetapkan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan
restribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Kemandirian keuang-

an daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya
pendapatan asli daerah dibandingkan de-
ngan pendapatan daerah yang berasal dari
sumber lain, misalnya bantuan pemerintah
pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggl
rasio kemandirian maka tingkat ketergantung-
an daerah terhadap bantuan pihak ekstern
semakin rendah, dan demikian pula seba-
liknya.

Rasio Kemandirian =

Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan
Pinjaman

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana
pemerintah daerah memprioritaskan alokasi
dananya pada belanja rutin dan belanja pem-
bangunan secara optimal. Semakin tinggi
presentase dana yang dialokasikan untuk be-
lanja rutin berarti persentase belanja investasi
(belanja pembangunan) yang digunakan un-
tuk menyediakan sarana prasarana ekonomi
masyarakat cenderung semakin kecil. Secara
sederhana, rasio keserasian itu dapat di for-
mulasikan sebagai berikut:

1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

Total Belanja Rutin
Total APBD

2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap
APBD =

Total Belanja Pembangunan
Total PAD
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d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) m:i:?:
kur seberapa besar kemampuan peme .
daerah dalam mempertahankan d.an m.edari
gkatkan keberhasilannya yang dlr::apalrt 4
periode ke periode berikutnya. Rasio pé u
buhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya
mengalami pertumbuhan positif atau menga-
lami peningkatan.

Rasio Pertumbuhan =——R—p—'¥ﬁj—'

Rp Xn-Xn-1 = Realisasi tahun yang dikurangi
tahun sebelumnya.

Rp Xn-1 = Realisasi penerimaan pendapatan
asli daerah tahun sebelumnya

3. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas diajukan hipo-
tesis sebagai berikut:

H,: kinerja keuangan DIY berjalan dengan baik
Pengukuran dan Variabel
a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yaitu data laporan
keuangan daerah tahun 2002-2008.

b. Variabel
1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi.

Rasio Efektivitas merupakan perban-
dingan antara penerimaan pendapat-
an asli daerah dengan target yang

telah ditetapkan berdasarkan potensi
riil daerah.

22

Rasio Efisiensi merupakan perpg,
dingan antara biaya yang dikeluarkg,
untuk memungut pengdapatan t
daerah dibandingkan dengan realisyg
penerimaan asli daerah.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerap,

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
merupakan perbandingan antara ke.
tergantungan pendapatan asli daerah
dengan pendapatan daerah yang be-
rasal dari sumber yang lain.

3) Rasio Aktivitas.

Rasio belanja rutin terhadap APBD,
merupakan perbandingan antara total
belanja rutin dengan total APBD.

Rasio belanja pembangunan terha-
dap APBD, merupakan perbandingan
antara total belanja pembangunan
dengan total APBD.

4) Rasio Pertumbuhan.

Rasio Pertumbuhan merupakan ra-
sio yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar kemampuan peme-
rintah daerah dalam mempertahan-
kan dan meningkatkan keberhasilan-
nya yang telah dicapai dari periode ke
periode berikutnya.

C. Metoda analisis data

Sesuai dengan penelitian yang dilakuka"
maka teknik analisa data yang digunaka”
adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau ™
formasi berbentuk angka-angka yang kemV"
dian ditarik simpulan dengan jelas memba™
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dingkan satu dengan yang lain dengan perhi-
tungan yang bersifat kuantitatif.

1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapa-
tan Asli Daerah

a) Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD

b) Rasio Efisiensi =

Biaya yang dikeluarkan untuk
Memungut PAD
Realisasi Penerimaan PAD

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian =

Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi
dan Pinjaman

3) Rasio Aktifitas (RA)

a) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

Total Belanja Rutin
Total APBD

b) Rasio Belanja Pembangunan terha-
dap APBD =

Total Belanja Pembangunan
Total APBD

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan =

RPPAD Xn - 1

Keterangan :
RPPAD Xn-Xn-1 = Realisasi tahun yang
dihitung dikurangi tahun sebelumnya.

RPPAD Xn-1 = Realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah tahun sebelum-
nya.

. Uji Hipotesis

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapa-
tan Asli Daerah

1) Rasio Efektivitas; Jika Rasio efek-
tivitas >1 atau 100%, maka kinerja
keuangan pemerintah daerah dapat
dinyatakan baik.

2) Rasio Efisiensi; Jika Rasio Efisiensi
<1 atau dibawah 100%, maka kinerja
keuangan pemerintah daerah dapat
dinyatakan baik.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
Jika Rasio Kemandirian, > Rasio kemandi-
rian,_,, maka kinerja keuangan pemerintah
daerah dapat dinyatakan baik.

Rasio Aktivitas

1) Rasio Belanja Rutin: Jika Rasio Be-
lanja Rutin, > Rasio Belanja Rutin,,
maka kinerja keuangan pemerintah
daerah dapat dinyatakan baik.

2) Rasio Belanja Pembangunan; Jika
Rasio Belanja Pembangunan, > Rasio
Belanja Pembangunan, ,, maka kiner-
ja keuangan pemerintah daerah dapat
dinyatakan baik.

_ Rasio Pertumbuhan: Jika Rasio Pertum-

buhan, > Rasio Pertumbuhan,,, maka Ki-
nerja keuangan pemerintah daerah dapat
dinyatakan baik.
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o Tahun 2002-2008

=

Keterangan :

Rasio Efektivitas, = Rasio Efektivitas pada
peruode ke-t

Rasio Efektivitas,, = Rasio Efektivitas
pada peruode ke-t-1

Rasio Efisiensi, = Rasio Efisiensi pada pe-
ruode ke-t

Rasio Efisiensi, = Rasio Efisiensi pada
peruode ke-t-1

Rasio Kemandirian‘ = Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah pada periode tahun
ke-t

Rasio Kemandirian_, = Rasio Kemandi-

rian Keuangan Daerah pada periode ta-
hun ke-t-1

Rasio Belanja Rutin = Rasio Belanja Ru-
tin pada periode tahun ke-t

Rasio Belanja Rutin , = Rasio Belanja Ru-
tin pada periode tahun ke-t-1

Rasio Belanja Pembangunan, = Rasio
Belanja Pembangunan pada periode ke-t

Rasio Belanja F’embangunan,_1 = Rasio
Belanja Pembangunan pada periode ke-
t-1

Rasio Pertumbuhan, = Rasio Pertumbuh-
an pada periode ke-t

Rasio pertumbuhan, , = Rasio Pertumbuh-
an pada periode ke-t-1

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran pendapatan dan belanja dae-
rah merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan di.
setujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD yang kemudian ditetapkan dalam pera-

24

t daerah. Sebagai rencana keuangan
sl merintahan daerah, maka dalam
tahuga?ef;mbar semua hak dan kewajiban
:::'ah dalam rangka penyelenggaraan pe-
merintahan daerah yang dapat dinilai dengan

na. termasuk segala bentuk kekayaan yang
uarr?t’nbungan dengan hak dan kewajiban
z:erah dalam kurun waktu satu tahun. Selain
sebagai rencana keuangan tahunan. pem-
erintahan daerah, APBD merupakan instru-
men dalam rangka mewujudkan pelayanan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara. Agar
APBD dapat berfungsi sebagai instrumen un-.
tuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumberdaya
maka seluruh unsur penyelenggara peme-
rintahan daerah mengambil langkah-langkah

untuk mempercepat proses penyusunan dan
pembahasan APBD agar persetujuan ber-
sama antara Kepala daerah dan DPRD atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

setiap tahun dicapai paling lambat satu bulan
sebelum APBD dilaksanakan.

Penyusunan anggaran un
merintahan DIY men
kut:

tuk belanja pe-
gacu pada hal-hal beri-

1. Belanja daerah diprioritaskan  dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintah-

an yang menjadi kewenangan provinsi/
kabupaten/ko

) ta yang terdiri dari urusan
Wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan Perundang-un-
dangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib digunakan untuk melindu-
Ngi dan meningkatkan kualitas kehidupan
Masyarakat dalam rangka memenuhi ke-
Wajiban daerah yang diwujudkan dalam
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bentu.k- Peningkatan pelayaman dasar
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dar;

fasilitas un.wum yang layak serta mengem-
bangkan sistem jaminan social.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan
p.endekatan proses kerja yang berorienta-
su' pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan
untuk menunjang efektifitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam rangka melaksanakan urus-
an pemerintahan daerah yang menjadi
tanggungjawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belan-
ja yang direncanakan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti
dengan peningkatan kinerja pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. De-
ngan menilai kinerja keuangan, dapat diper-
lihatkan kemampuan suatu daerah dalam
rangka meningkatkan kemampuannya mem-
bangun daerah dari tahun ke tahun. Berikut
ini adalah tabel 1 yang menyajikan penilaian
kinerja keuangan DIY selama kurun waktu

Pengertian efektifitas berhubungan de-
ngan derajat keberhasilan suatu operasi
pada sektor publik sehingga suatu kegiatan
dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mem-
punyai pengaruh besar terhadap kemam-
puan menyediakan pelayanan masyarakat
yang merupakan sasaran yang telah ditetap-
kan sebelumnya. Rasio efektifitas menggam-
barkan kemampuan pemerintah daerah da-
lam merealisasikan PAD yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah. Semakin be-
sar realisasi penerimaan PAD dibanding tar-
get penerimaan PAD, maka dapat dikatakan
semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai
efektifitas diperoleh dari perbandingan seba-
gaimana tersebut diatas, diukur dengan kri-
teria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996
dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase ki-
nerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan
sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif,
80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80%
adalah kurang efektif dan kurang dari 60%
adalah tidak efektif.

Berdasarkan tabel 1, rasio efektivitas DIY
secara rata-rata diatas 100% yaitu sebesar
1,1483. Hal ini menunjukkan kemampuan
DIYdalam merealisasikan PAD sudah efektif,

2002-2008.
karena diatas 100%. Tahun 2002 rasio efek-
Tabel 1.
Rasio kinerja keuangan daerah Yogyakarta
Tahun Efisiensi | Efektifitas Kemandirian | Aktivitas1 Aktivitas2 | Pertumbuhan
2002 | 0.7031 | 1.1551 1.0114 06301 | 0.3699 0.2945
2003 0.8132 1.1625 0.9578 0.6013 0.3987 0.2101
2004 0.7016 1.0063 0.9816 0.4136 0.5864 0.2860
2005 0.8679 1.0693 1.3502 0.4337 0.5754 0.2965
2006 0.5062 1.1975 1.1650 0.4532 0.5468 0.3110
2007 0.8895 1.2628 1.2658 0.5072 0.4928 0.3196
: 0.8985 1.1848 1.5719 0.5681 0.4320 0.4113
0,7713 1,1483 1,1862 0,5153 0,4680 0,3041
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gka sebesar 1 1551.

iukkan an
tivitas menunjuk el sebesir

Tahun 2003 mengalami .
0,0074 sehingga menjadi 1,1625. Tahun

2004 mengalami penurunan sebesar 0,1562:
menjadi sebesar 1,0063. Tahun 2905>_ menga
lami kenaikan sebesar 0,063 menjadi 1,0693.
Tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar
0,1202 menjadi sebesar 1,1975. Tahun 2007
mengalami kenaiakn lagi sebesar 0,0653 se-
hingga menjadi 1,2628, namun pada tahun
2008 mengalami sedikit penurunan sebesar
0,078 sehingga menjadi 1,1848.

Rasio efisiensi adalah rasio yang meng-
gambarkan perbandingan antara output dan
input atau realisasi pengeluaran dengan real-
isasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio
ini, maka semakin efisien, begitu pula seba-
liknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan
bahwa pengeluaran yang dibelanjakan se-
suai dengan peruntukkannya dan memenuhi
dari apa yang direncanakan. Pada sektor
pelayanan masyarakat adalah suatu kegia-
tan yang dilakukan dengan baik dan pengor-
banan seminimal mungkin. Suatu kegiatan
dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika
pelaksanaan pekerjaan tersebut telah men-
capai hasil (output) dengan biaya (input) yang
terendah atau dengan biaya minimal diper-
oleh hasil yang diinginkan.

Dengan mengetahui hasil perbandingan
antara realisasi pengeluaran dan realisasi
penerimaan dengan menggunakan ukuran
efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja
keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 da-
lam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan
diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak
efisien, 90% - 100% adalah kuran

efisi
80% - 90% adalah cukup efisien, 609% -s;(e)r/'
0

adalah efisien dan dibawah dagri
sangat efisien. an 60% adalah
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Berdasarkan tabel 1, rasio efisiensi ge.
rata sebesar 0,7713 dikatakan cuk.
Tahun 2002 raso efisiensi sebesar
0,7031, meningkat sebesar 0.1701 menjadi
0'8132. Tahun 2004 mengalami per?urunan
s;besar 0,1116 menjadi 0,-7016'd| tahun
2004. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebe-
sar 0,1663 menjadi sebesar 0,8679. Tahun
2006 mengalami penurunan 0,3617 menjadi
0,5062. Tahun 2007 mengalami kenaikan
0,3833 menjadi 0,8895. Tahun 2008 menga-
lami kenaikan sebeasr0,009 menjadi sebesar

0,8985.

cara rata-
up efisien.

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bah-
wa rasio efektivitas menunjukkan bahwa da-
lam merealisasikan PAD yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sudah efektif yang artinya kinerja keuangan
pemerintah daerah adalah baik. Untuk rasio
efisiensi dapat diketahui bahwa rasio efisiensi
menunjukkan bahwa dalam merealisasi-
kan PAD yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan sangat efek-
tif yaitu sebesar 1,1483 yang artinya kinerja
keuangan pemerintah daerah adalah sangat
baik. Untuk memperoleh ukuran yang lebih
bfaik, rasio efektivitas tersebut harus diban-
dingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai
pemerintah daerah. Dari perhitungan diatas
dapat diketahui bahwa rasio efektivitas da-
lam melakukan pemungutan sumber penda-
l{atan daerah mencapai 1,1483 sedang ra-
sio .eﬂsiensinYa sebesar 0,7713 atau cukup
efisien. Hal ity menunjukkan bahwa kinerja
keuangan Pemerintah daerah baik.

Faktor penentu efisiensi dan efekdifitas sé-
bagai berikut (Budiarto, 2007): a. faktor sum-
ber daya, baik sumber daya manusia sepert
tenaga kerja, kemampuan kerja maupun SU
ber daya fisik seperti peralatan kerja:
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bekerja serta dana keuangan; b. faktor struk-
tur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari
jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun
fungsional; c. faktor teknologi pelaksanaan
pekerjaan; d. faktor dukungan kepada apara-
tur dan pelaksanaannya, baik pimpinan mau-
pun masyarakat; e. faktor pimpinan dalam arti
kemampuan untuk mengkombinasikan keem-
pat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang
berdaya guna dan berhasil guna untuk men-
capai sasaran yang dimaksud. Berdasarkan
perbandingan rata-rata raso efektivitas de-
ngan efisiensi menunjukkan bahawa pemerin-
tah daerah DIY c=sudah cukup bagus dalam
mencobamerealisasi target PAD dan sudah
cukup efisien dalam mengalokasikannya,hal
ini didukung oleh rata-rata nilai rasio efisiensi
sebeasr 0,7713.

Rasio kemandirian keuangan daerah
atau yang sering disebut sebagai otonomi
fiskal menunjukkan kemampuan daerah da-
lam membiayai sendiri kegiatan pemerintah-
an, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Rasio ini juga menggam-
barkan ketergantungan pemerintah daerah
terhadap sumber dana eksternal. Semakin
tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan
daerah terhadap pihak eksternal semakin
rendah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan tabel 1 dapat analisis kinerja
kemandirian DIY. Tahun 2002 rasio kemandi-
rian menunjukkan angka 1,0114 hal ini berarti
kemandirian DIY baik. Tahun 2003 menga-
lami penurunan 0,0536 menjadi 0,9578. Ta-
hun 2004 mengalami kenikan 0,0238 men-
jadi sebesar0,9816. Tahun 2005 mengalami
‘kenaikan sebesar 0,3686 menjadi 1, 3502.
Tahun 2006 mengalami penurunan sebesar

oo R e b R e f

0,1852 menjadi 1,1650. Tahun 2007 menga-
lami kenaikan 0,1008 menjadi 1,2658. Tahun
2008 mengalami kenaikan 0,2521 menjadi
1,5179. Secara rata-rata rasio kemandirian
DIY sudah baik, hal ini berarti DIY kemam-
puan penerintah daerah dalam mencukupi
kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tu-
gas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat sosial tinggi, dengan
kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah
daerah baik.

Rasio aktivitas menggambarkan ba-
gaimana pemerintah daerah memprioritas-
kan alokasi dananya pada belanja rutin dan
belanja pembangunan secara optimal. Se-
makin tinggi presentase dana yang dialokasi-
kan untuk belanja rutin berarti persentase
belanja investasi (belanja pembangunan)
yang digunakan untuk menyediakan sarana
prasarana ekonomi masyarakat cenderung
semakin kecil.

Kinerja keuangan dilihat dari rasio aktivi-
tas 1 merupakan rasio peneluaran rutin diban-
dingkan dengan APBD. Tahun 2002 menun-
jukkan angka 0,6301. Tahun 2003 mengalami
penurunan 0,0288 menjadi 0,6013. Tahun
2004 mengalami penurunan lagi sebesar
0,1877 menjadi 0,4136. Tahun 2005 menga-
lami kenaikan sebesar 0,0201 menjadi
0,4337. Tahun 2006 mengalami kenaikan
sebesar 0,0195 menjadi 0,4532. Tahun 2007
mengalami kenaikan sebesar 0,054 menjadi
0,5072. Tahun 2008 mengalami kenaikan
sebesar 0,0609 menjadi sebesar 0,5681.

Rasio aktivitas 2 merupakan analisis
dari pengeluaran pembangunan dibanding-
kan dengan APBD. Tahun 2002 pengelu-
aran pembangunan terhadap APBD sebesar
0,3699. Tahun 2003 mengalami kenaikan
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0,011 sebesar menjadi 0,5754. Tahun 2006 pertumbu
mengalami penurunan sebesar 0,0286 men- C. KESIMPULAN, SARAN DAN KETER-
iadi engalami penu- %
jadi 0,5468. Tahun 2007 meng BATASAN

runan sebesar 0,054 menjadi 0,4928. Tahun
2008 mengalami penurunan sebesar 0,0608
menjadi 0,4320. Apabila dilihat dari nilai rata-
rata rasio belanja rutin terhadap APBD sebe-
sar 0,5153 sedangkan rasio pengeluaran
pembangunan terhadap APBD 0,4680. Dari
rasio belanja belanja rutin dan belanja pem-
bangunan menunjukkan bahwa pemerintah
daerah dalam memprioritaskan alokasi dan-
anya pada belanja rutin dan belanja pemban-
gunan belum optimal karena sebagian besar
dana yang dimiliki pemerintah daerah masih
diprioritaskan alokasi dananya pada belanja
rutin sehingga rasio belanja pembangunan
terhadap APBD masih relatif kecil, ini menun-
jukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah
daerah kurang baik.

Rasio pertumbuhan menunjukkan ke-
mampuan pemerintah daerah dalam memper-
tahankan dan meningkatkan keberhasilannya
yang telah dicapai dari periode ke periode.
Berdasarkan tabel 1 diatas rasio pertumbu-
han tahun 2002 sebesar 0,2945. Tahun 2003
mengalami penurunan sebesar 0,0844 men-
jadi 0,2101. Tahun 2004 mengalami kenaikan
sebesar 0,0759 menjadi 0,2860. Tahun 2005
mengalami kenaikan sebesar 0,0105 men-
jadi 0,2965. Tahun 2006 mengalami kenaiakn
sebesar 0,0145 menjadi 0,3110. Tahun 2007
mengalami kenaikan sebesar 0,0086 men-
jadi 0,3196. Tahun 2008 mengalami kenaiakn
s‘eb.esar 0,0917 menjadi 0,4113. Sedangkan
nilai rata-r-a!ta rasio pertumbuhan sebesar
0,3041. Dilihat dari perkembangan penca-
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4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan
pada bab sebelumnya dapat diambil simpul-
an bahwa kinerja pemerintah DIY sudah baik,
hal ini capaian hasil analisis rasio efisiensi
dan efektivitas, rasio kemandirian dan rasio
pertumbuhan. Namun bila dilihat dari capa-
ian hasil analisis rasio aktivitas, pemerintah
DIY masih cenderung untuk mengalokasikan
pengeluaran pada pengeluaran rutin diban-
dingkan dengan pengeluaran pembangunan.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah
daerah harus dapat memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan

belanja pembangunan secara lebih opti-
mal.

b. Bagi Penelitian yang akan datang

Bagi peneliti selanjutnya yang akan
melakukan penelitian yang sama di-
harapkan mampu melakukan penelitian
yang lebih mendalam mengenai kinerja
keuangan yang didasarkan pada Angga-
ran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dfangan menambahkan variabel lain se-
hingga bisa lebih memperdasehingga he-
sil analisis dapat mealm analisis.
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3. Keterbatasan

Berdasarkan simpulan dan saran diatas

maka peneliti menyadari adanya beberapa
keterbatasan diantaranya:

a. I-.lanya'menggunakan satu obyek peneli-
tian yaitu hanya pada daerah DIY

b. Hanya menganalisis kinerja keuangan
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